
1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab 
Keuangan Negara [Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 205/PMK.07 /2019 tentang Pengelolaan Dana 
Desa, maka perlu meninjau kembali Peraturan Bupati 
Jepara Nomor 60 Tahun 2019 Tentang Tata Cara 
··- - - -- ··- -- - - - -· - 
Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap 
Desa Se Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2020 dan 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas 
Peraturan Bupati Jepara Nomor 60 Tahun 2019 ten tang 
Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa 
Setiap Desa se Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2020; 

BUPATI JEPARA, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

TAHUN ANGGARAN 2020 

NOMOR 

Mengingat 

Menimbang 

6 TAHUN 2020 
TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 60 
TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN 

RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA SE KABUPATEN JEPARA 

BUPATIJEPARA 
P.ROVINST JA.W A TENGAI=I 

PERATURAN BUPATI JEPARA 



4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 

" ~ ~ . - " 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang­ 
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6398); 

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5495); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Ne~ara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2(H5 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 
Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6410); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 
Dana Desa yang. Bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali 
diubah, terakhir dengan Peraturan Pemenntah Nomor 
8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 
2014 tentang. Pedoman Pembangunan Desa (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); 



Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Jepara Nomor 60 Tahun 
2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa 
Setiap Desa se Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah 
Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 61), diubah sebagai berikut; 

Pasal I 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 60 TAHUN 2019 
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN 
RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA SE KABUPATEN 
JEPARA TAHUN ANGGARAN 2020. 

MEMUTUSKAN : 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 
2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 
tentang. Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
1012); 

12. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan 
Baran~/ Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 
tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan 
Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455); 

13. Peraturan Bupati Jepara Nomor 20 Tahun 2018 
tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak 
Asal U sul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di 
Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara 
Tahun 2018 Nomor 20); 

14. Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2018 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita 
Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 53) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati 
Jepafii NonioF- 08 Tafiun 2u1.g feiifang Pefuoanan 
atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2018 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita 
Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 59); 

1s. Peraturan Bupati Jepar-a Nomof 6-0- TaJiun 2019· 
Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian 
Dana Desa Setiap Desa Se Kabupaten Jepara Tahun 
Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Jepara 
Tahun 2019 Nomor 61); 



(7) Capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan (6) 
dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian output dari 
seluruh kegiatan. 

(6) Penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum Negara ke 
Rekening Kas Desa tahap III dilaksanakan setelah Petinggi 
mengirimkan laporan realisasi penyerapan dan capaian output 
Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata 
realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90°/o (sembilan puluh 
persen) dan rata-rata capaian output paling sedikit sebesar 75°/o 

- - - ~ 
(tujuh puluh lima persen] dan laporan konvergensi pencegahan 
stunting tingkat desa tahun anggaran sebelumnya. 

(5) Penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum Negara ke 
Rekening Kas Desa tahap II dilaksanakan setelah Petinggi 
mengirimkan laporan realisasi penyerapan dan capaian output 
Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dan Laporan realisasi 
penyerapan dan capaian output Dana Desa tahap I menunjukkan 
rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar SOo/o (Hrna . . - . 
puluh persen) dan rata-rata capaian output paling sedikit sebesar 
35°/o (tiga puluh lima persen). 

(4) Penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum Negara ke 
Rekening Kas Desa tahap I dilaksanakan setelah Petinggi 
mengirimkan Peraturan Desa mengenai APBDes Tahun Anggaran 
2020. 

(3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. tahap I paling. cepat bulan Januari dan paling. lambat bulan 

Juni sebesar 40°/o (empat puluh persen); 
b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu 

keempat bulan Agustus sebesar 40°/o (empat puluh persen): 
dan 

-·- -· . - - - -· 
c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20°/o (dua puluh 

persen). 

(2) Penyaluran dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas 
Desa sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) dilaksanakan 
berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari 
Bupati. 

(1) Penyaluran Dana Desa disalurkan dari Rekening Kas Umum 
Negara ke Rekening Kas Desa. 

Pasal 11 

1. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai 
berikut: 



(1) Mekanisme pengajuan Dana Desa sebagai berikut: 

a. Petinggi mengaJukan peFm0l10nan penyaiuFan Dana Desa 
kepada Bupati melalui Camat setelah mendapat Surat 
Pengantar dari Kepala Dinsospermasdes. 

b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan 
melampirkan: 
1. rencana penggunaan Dana Desa. 

2. bukti kuitansi yang sah. 
3. Laporan realisasi penggunaan dana. 

4. pakta 1nfegr-lfas/pemyafaan fanggungiawab mutlak yang 
ditandatangani oleh Petinggi dengan materai Rp6000,-. 

5. foto copy KTP Petinggi dan bendahara Desa. 

Pasal 12 

2. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai 
berikut: 

(13) Dalam hal Petinggi melakukan penyalahgunan Dana Desa dan 
ditetapkan sebagai tersangka, maka Penghentian dan penyaluran 

-~ -· ~· . - . - 

kembali Dana Desa sesuai dengan peraturan perundang- 
undangan. 

(12) Sisa Dana Desa di Rekening Kas Umum Negara sebagaimana 
dimaksud pada ayat (11) tidak dapat disalurkan kembali pada 
tahun anggaran berikutnya. 

( 11) Dalam hal Petinggi tidak menyampaikan persyaratan penyaluran 
Dana Desa sampai dengan berakhimya tahun anggaran, Dana 
Desa tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di Rekening 
Kas Umum Negara. 

( 10) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa disampaikan dalam 
bentuk dokumen fisik (-hardcopy) dan/atau dokumen elektronik 
( softcopy). 

(9) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat 
(8) belum memenuhi kebutuhan input data, Petinggi dapat 
memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada 
peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait. 

(8) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian output 
sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan sesuai dengan 
tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian output, 
volume output, cara pengadaan, dan capaian output. 



BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2020 NOMOR 6 

EDY SUJATMIKO 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA, 

Diundangkan di Jepara 
pada tanggal 19 Maret 2020 

Plt. BUPATI JEPARA, 
WAKIL BUPATI, 

Ditetapkan di J epara 
padatanggal 19 Maret 2020 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Jepara. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal II 

c. Tim Kecamatan melakukan penelitian kelengkapan 
persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b dalam 
bentuk chek list. 

d. setelah dinyatakan memenuhi persyaratan, Camat membuat 
surat pengantar penyaluran Dana Desa dan meneruskan 
permohonan yang disertai berkas sebagaimana dimaksud 
dalam huruf b kepada Bupati. 

(2) Pengambilan dana disesuaikan dengan SPP yang diajukan oleh 
Petinggi kepada Bank yang ditunjuk sebagai rekening kas desa. 

(3) Penggunaan Dana Desa menjadi tanggungjawab Pemerintah 
Desa. 

-·---------=--------- 
' 


